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BUPATI MALANG 
 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR  7  TAHUN 2012 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  

DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)  

DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN  

DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)  

DI KABUPATEN MALANG 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, setiap usaha 

dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup;  

 b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk wajib 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib 

memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan yang 

tidak termasuk wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib 

membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu 

menetapkan Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan       

Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di 

Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati; 

 

Mengingat  : 1.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2043); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3469); 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5073); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4493); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 959); 
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14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5285); 

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang 

wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

Hidup (AMDAL); 

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 

2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan 

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi UKL-UPL; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 

Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 

Nomor 1/D); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010   

Nomor 3/E); 

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 26/D); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan       : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA 

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT 

PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN 

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN 

MALANG.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 

4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Malang. 

5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. 

6. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. 

7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah 

pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah 

pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan         

hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau   

kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL. 

 

BAB II 

UKL-UPL DAN SPPL 

 

Pasal 2 

 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk              

dalam kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  

Hidup (AMDAL), wajib memiliki UKL-UPL. 

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi     

UKL-UPL, wajib membuat SPPL. 

 

BAB III 

PENYUSUNAN UKL-UPL DAN SPPL 

 

Pasal 3 

 

(1) UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa sesuai dengan format 

penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. 
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(2) SPPL disusun oleh Pemrakarsa sesuai dengan format 

penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. 

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan      

Bupati ini. 

 

BAB IV 

REKOMENDASI UKL-UPL DAN PERSETUJUAN SPPL 

 

Pasal 4 

 

(1) Kepala Badan Lingkungan Hidup, wajib: 

a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan 

instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan serta 

menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen UKL-UPL secara 

lengkap; atau 

b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan  

SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL 

secara lengkap. 

(2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam 

UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau 

perbaikan, Pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau 

melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala Badan Lingkungan Hidup, wajib: 

a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan 

oleh Pemrakarsa; atau 

b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh 

Pemrakarsa. 

(4) Dalam hal Kepala Badan Lingkungan Hidup tidak melakukan 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak 

menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL 

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-

UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh 

Kepala Badan Lingkungan Hidup. 
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(5) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, 

diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

 

(1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (3) huruf a, digunakan sebagai dasar untuk: 

a. memperoleh Izin Lingkungan; dan 

b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 

(2) Pejabat Pemberi Izin wajib mencantumkan persyaratan dan 

kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ke dalam Izin Lingkungan. 

 

BAB V 

BIAYA PENYUSUNAN UKL-UPL DAN SPPL  

 

Pasal 6 

 

(1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL 

dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. 

(2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor 

untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL 

atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan 

SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Malang. 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 

Malang Nomor 46 Tahun 2005 tentang Jenis Rencana Usaha 

dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan   

Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan 

Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Umum Upaya Pengelolaan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup (UPL), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Malang. 

 
 

Ditetapkan di Malang 

pada tanggal    8    Februari    2012 

 
 

BUPATI MALANG, 

 

Ttd. 

 
 

H. RENDRA KRESNA 

Diundangkan di Malang  

pada tanggal 10 Februari 2012 

 

SEKRETARIS DAERAH 

 

Ttd. 

 

ABDUL MALIK 

NIP. 19570830 198209 1 001 

 

Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2012 Nomor 4/E 

 


